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PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO


PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

MINUMAN KERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang
:
a.
bahwa pada hakikatnya minuman keras bertentangan dengan norma agama dan susila, membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas;

b.
bahwa demi ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat serta melindungi masyarakat dari kehancuran akhlak, maka dipandang perlu adanya larangan, pengawasan dan pengendalian dalam hal  memproduksi, mengoplos, memperjualbelikan, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman keras;

c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;

2.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;

4.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;

5.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656) ;

	6.
	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

	7.
	Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

	8.
	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473) ;

	 9.
	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;

	10.
	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;

	11.
	Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ; 

	12.
	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

	13.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang  Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

	14.
	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

	15.
	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Keras ;

	16.
	Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 1 Tahun 1989 Seri D Nomor 1).


Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

	Menetapkan :
	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG MINUMAN KERAS.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. daerah adalah Kabupaten Wonosobo ;

b. pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo ;

c. bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo ;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakiln Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo ;

e. minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol dan bukan obat baik hasil industri dalam negeri maupun impor yang dapat membuat orang mabuk dan/atau kecanduan ;

f. oplosan adalah campuran, ramuan, atau minuman yang dibuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan-bahan lain sehingga menjadi jenis minuman yang dapat membuat orang mabuk ;

g. perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan di Kabupaten Wonosobo ;

h. badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya ;

i. perseorangan adalah berkaitan orang secara pribadi ;

j. produksi adalah semua usaha pembuatan minuman keras ;

k. menjual adalah memperdagangkan minuman keras ;

l. mabuk adalah keadaan seseorang karena pengaruh minuman keras sehingga tingkat kesadarannya menjadi berkurang atau terganggu ;

m. tempat umum adalah tempat yang diperuntukkan untuk umum atau tempat yang biasa dikunjungi/didatangi masyarakat ;

n. menyediakan adalah dengan sengaja menyimpan minuman keras dengan tujuan untuk disajikan ;

o. menyajikan adalah menjamu dengan minuman keras ;

p. mengedarkan adalah menyalurkan, memasukkan atau mendistribusikan minuman keras ;

q. izin adalah izin tertulis yang diberikan oleh bupati.

BAB II

P E N G G O L O N G A N

Pasal 2

Minuman keras atau minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut :

a. minuman keras golongan A yaitu minuman keras dengan kadar etanol (C2H5 OH ) 1%  (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) ;

b. minuman keras golongan B yaitu minuman keras dengan kadar  etanol (C2H5 OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) ;

c. minuman keras golongan C yaitu minuman keras dengan kadar  etanol (C2H5 OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen) ;

d. minuman keras yang tidak termasuk dalam golongan A, B, dan C termasuk didalamnya minuman keras tradisional, hasil oplosan atau enceran dan jenis minuman keras lainnya.

BAB III

LARANGAN PRODUKSI, PENGEDARAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 3

(1) Setiap Badan atau perseorangan dilarang melakukan kegiatan memproduksi, mengoplos atau membuat minuman keras dengan segala cara yang hasilnya dapat mengakibatkan orang mabuk ;

(2) Setiap badan atau perseorangan dilarang mengedarkan, menjual, menyediakan, menyajikan minuman keras dan atau minuman keras oplosan ;

(3) Setiap orang dilarang minum minuman keras dan/atau minuman keras oplosan, kecuali wisatawan mancanegara ; 

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3)  Pasal ini , penyediaan, penyajian dan penggunaan minuman keras hanya untuk Golongan A pada hotel berbintang tiga, empat dan lima ;

BAB IV

P E R I Z I N A N

Pasal 4

(1) Penyediaan, penyajian dan penggunaan minuman keras sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) Peraturan daerah ini harus dengan izin bupati ;

(2) Izin dapat diterbitkan oleh bupati untuk jangka waktu satu tahun, setelah pemohon membayar ke Kas Daerah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

(3) Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati ;

(4) Bupati dapat mencabut izin apabila pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 5

(1) Untuk tertibnya pelaksanaan Peraturan daerah ini diperlukan adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian ;

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi produksi, peredaran dan penggunaan serta penyajian  minuman keras di daerah;

Pasal 6

(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait dan aparat penegak hukum ;

(2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati ;

(3) Penegakan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Polri, PPNS sesuai dengan kewenangannya, Kejaksaan Negeri, dan Hakim.

BAB VI

PENYIDIKAN 

Pasal 7

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polri yang berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana, kewenangan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya ;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini memiliki kewenangan terbatas sesuai Undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

BAB VII

 P I D A N A 

Pasal 8

(1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 6 (enam) hari, atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

(2) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2)  Peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 6 (enam) hari, dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak-banyaknya Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

(3) Barangsiapa  melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3)  Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 6 (enam) hari, dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak-banyaknya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

(4) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) Peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 6 (enam) hari, dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sekurang-kurangnya Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah) sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 9

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, selain diancam sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan/atau ayat (2) Peraturan Daerah ini, disertai dengan perampasan alat produksi, hasil produksi dan penutupan usaha yang selanjutnya untuk dimusnahkan oleh penegak hukum, dengan disaksikan oleh masyarakat.

Pasal 10

Barangsiapa melakukan, menyuruh melakukan, turut serta atau yang membantu terhadap segala kegiatan yang diatur dan dilarang dalam Peraturan Daerah ini diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VIII

P E N U T U P 

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin produksi dan pengedaran minuman keras yang telah ada dinyatakan tidak berlaku lagi ;

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan daerah Kabupaten daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 04 Tahun 1993 tentang Pajak Atas Izin Penjualan Minuman Keras, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo

pada tanggal 3 Juni  2002

BUPATI WONOSOBO,

ttd
Drs. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo

pada tanggal 10 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN WONOSOBO

            ttd
Drs. TAWABUL, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 17 TAHUN 2002 SERI E NOMOR 1

PENJELASAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

MINUMAN KERAS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa penggunaan minuman keras baik oleh agama maupun norma kesusilaan adalah dilarang, karena minuman keras merupakan salah satu penyebab utama dari segala macam perbuatan yang tidak mengenal batas-batas kemanusiaan, sehingga akan memicu tindak kekerasan dan kriminalitas.

Sehubungan dengan hal tersebut dan agar terciptanya ketertiban, ketentraman  dan keamanan dalam masyarakat serta untuk melindungi generasi muda dari kehancuran akhlak, maka seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo mempunyai keinginan untuk melarang dan meniadakan segala macam minuman keras serta segala bentuk produksi, peredaran maupun penggunaannya sehingga diharapkan Kabupaten Wonosobo terbebas dari minuman keras yang pada akhirnya akan tercipta KAMTIBMAS yang  mantap serta dapat dicegah rusaknya mental masyarakat sebagai akibat minuman keras.

Disamping hal tersebut di atas,  juga dalam rangka memberikan dasar hukum bagi upaya pelarangan minuman keras di Kabupaten Wonosobo, memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum di daerah, untuk menertibkan dan menindak pelanggaran minuman keras, memberikan kepastian hukum bahwa mengkonsumsi minuman keras yang berakibat mabuk merupakan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas produksi, peredaran dan penggunaan minuman keras di daerah serta guna membatasi peredaran minuman keras sampai lingkup sekecil-kecilnya sampai dengan dapat dihilangkan sama sekali, untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Minuman Keras.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 
huruf a - d 
: 
cukup jelas


huruf e      
:
Yang dimaksud dengan minuman keras adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakukan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol.

huruf  f  -  q
: 
cukup jelas

Pasal 2 huruf a  -  c
:  cukup jelas

huruf d
: Yang  dimaksud  dengan  minuman  keras  tradisional   adalah minuman beralkohol mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya untuk tujuan  kesehatan.

Pasal 3 s.d. 13  
:  cukup jelas

PAGE  
1

